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• NO NATION CAN ACHIEVE GREATNESS UNLESS 
IT BELIEVES IN  SOMETHING HAS THE 
MORALDIMENSIONS  TO   SUSTAIN                        
IN  A GREAT CIVILIZATION                        
(JOHN GARDNER 1992)

• TAK ADA BANGSA YANG DAPAT MENCAPAI 
KEBESARANNYA JIKA BANGSA ITU TIDAK 
MEYAKINI SESUATU DAN SESUATU YANG  
TIDAK DIYAKININYA MEMILIKI DIMENSI 
MORAL UNTUK MENOPANG PERADABAN 
BESAR



 NIHILNYA DESAIN BESAR “ GRAND 
DESIGN” SEBUAH BANGSA

 URGENSI ROAD MAP MENUJU CITA-
CITA REFORMASI INDONESIA

 DARI SENTRALISASI KE OTONONOMI 
KEMBALI KE RESENTRALISASI 
(PENDULUM SWING)



 TRANSFORMASI PARADIGMATIK ( TIDAK 
SEKEDAR PERUBAHAN ATURAN MAIN-
PERUNDANG-UNDANGAN YANG PARTIAL DAN 
TUMPANG TINDIH)

 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 
BERBASIS OTONOMI DAERAH

 KONTEKS MASYARAKAT INDONESIA ( DALAM 
BINGKAI DEMOKRASI LIBERAL)



Bingkai, instrumentasi dan perubahan
tatanan internal Pemerintah Nasional untuk

data pemerintahan desentralistis

Aktualisasi OTDA dlm Bingkai Nasional

1999-2004 2004-2008 prospek



TELAAH ISI:
Ide atau substansi kebijakan yg hendak 
diwujudkan adalah TATA PEMERINTAHAN 
BERBASIS OTONOMI DAERAH. 
Hanya saja, tatanan ini sebetulnya sarat 
dengan PARADOKS ataupun DILEMA.
Kebijakan yang paradoksal/dilematis sangat 
sulit diimplementasikan.



TELAAH PROSES (1)
• Desentralisasi & pengemb. Otda niscaya 

bersifat TRANSFORMATIF. Proses yang 
berlangsung lebih dari sekedar 
mengadministrasikan keputusan –keputusan 
pejabat. 

• Desentralisasi jauh lebih rumit dari sekedar 
pelimpahan urusan pemerintahan. Fifak yang 
dirugikan oleh perubahan niscaya melakukan 
perlawanan.



TELAAH PROSES (2)
• Perubahan haruslah sampai pada tataran 

PARADIGMATIK.
Kesulitan untuk itu adalah mengubah asumsi-
asumsi lama yang sering tidak kita sadari, cara 
fikir dan cara kerja dan sebagainya. Kegagalan 
melakukan ini menjadikan desentralisasi 
terhenti.



TELAAH PROSES (3)
• Berbeda dengan kebijakan-kebijakan pada

umumnya, desentralisasi membidik perubahan
pada diri pemerintah sendiri. 

• Pertanyaannya: bagaimana mengubah fihak
yang berkuasa/menguasai ? Kalau perubahan
diserahkan kepada penguasan: tatanan yang 
terbentuk akan cenderung sentralistis.



TELAAH KONTEKS (1)
• Desentralisasi berlangsung dalam arus besar 

demokratisasi dalam bingkai demokrasi 
liberal. Normal politik-pemerintahan banyak 
diinspirasi ideologi liberal, namun perilaku 
pemerintah maupun masyarakat tidak 
konsisten dengan standar etika liberal.



TELAAH KONTEKS (2)
• Indonesia adalah negara yang sangat beragam 

(bhinneka tunggal ika). Apapaun tatanannya, 
keragamam harus terjaga. 

• Indonesia lahir karena kecelakaan sejarah: 
dipersatukan oleh sentimen kolektif sebagai 
bangsa terjajah. Mindset penjajah ataupun 
mental jajahan yg terwariskan tidak mudah 
dihancurkan. 



Pemerintahan Daerah 
yang Akuntabel

Aktivitas Masyarakat Menuntut 
Akuntabilitas

Instrumentasi Akuntabilitas

Pelembagaan 
Akuntabilitas

Peta jalan 2: Pembaruan Pemerintahan

MODEL 
PEMILIHAN 

TIDAK 
LANGSUNG

MODEL PEMILIHAN LANGSUNG

ELECTORAL REFORM

KDH Terpilih dg Cara Baru

Peta jalan 1: Implikasi Electoral Reform




